Menimbang

Mengingat

: a. bahwa pemberian pelayanan Retribusi Penyedlaan dan/ Atdl.l

: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 195(» tentang Pembentukan

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR & TAHUN 2012

|

1

i

H

i‘

|

]

|
TENTANG !

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTA‘;N KAKUS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Penyedotan Kakus kepada masyarakat merupakan salah satu
sumber retribusi daerah yang dapat menc,rmbah Pendapatan |Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peratyran
perundang-undangan yang bertaku dan per kembangan stugsi dan
kondisi saat ini;

b. bahwa ketentuan pasal 110 huruf j dan pasal 156 ayat!{1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tertang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusl Penyediaan dan/ atau Penyeddtan
Kakus layanan Retrlbusi Penyedliaan dan/ itau Penyedotan Kakus
dikategorikan sebagal jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah; I

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmaksud dalam

' huruf a dan huruf b, perlu membentuk (l\anun Kabupaten 5ceh

Selatan tentang Retribusi Penyediaan c;an/ Atau penyedcrtan
Kakus; :

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dal’am Linglkungan Daérah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesra
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang- Undang Nomor & Tahun 1981 “entang Hukum Actara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nofmor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofnor
3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 199% tentang Penyelenggaraan
Kelstimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh {Lembaran Nedara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeori 172 dan Tamba an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcnr 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2003 Nomor 47 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahal‘aan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nohor
5 dan Tambahan Lembaran Negara 'Repmbiik Indonesia Nomor
4355);

6. Undang-Undang ........




10,

11,

12,

13,

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lemba’an Negara Repubnk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ‘tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonésia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemtaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan,Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indenesia Ta un 2004 Nomor 1.26
Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 44.;8),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Repuh!ik Indonesia Nomor
4633),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 temang Pajak Daerah dan
Retribust Daerah (Lembaran Negara Relebllk Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambehan Lembatran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Pératuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 19&3 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 1983, tentang Hukum Acara
Pidana {(Lembaran Negara Republik Indone'sia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No

58 Tahun 2010 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun Zg‘
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5]45) '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rerubhk Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 4578), ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar, Pelayanan Mzmmal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tapun 2005 Nomor ]JSO
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo'1esla Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelendgaraan Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repul:llk Indonesia Nomor
4593); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2()06 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintizh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun "0!)2 tentang Pengelol?an
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia

Tahun 2007 ...



l

|
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lerntlnaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2J10 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Perungutan Pajak Daerah
dan Retribusl Daerah (Lembaran Negaa Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lemyaran Negara Repdbhk
Indonesia Nomor 5161);

18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Norrior 03, Tambiahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama l
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN A.CEIH SELATAN

1
dan |

BUPATI ACEH SELATAN
MEMUTUSKAN:

|
|
.‘

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU

PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1!
2.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;

Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelengagaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Cewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 'yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Bupatt adalah Bupati Aceh Selatan;

l

]
Retribust Jasa Umum adalah Retribusi atas jass yang disefiiakan oleh Pemerirjrtah
Kabupaten dengan menganut prinsip komerslal karena pai i{a dasarnya dapat pula
disediakan oleh Sektor Swasta;

Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pembayaran Retribusi atas pelayanan ‘Penyediaan dan/ atau
Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Kabupaten;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut lPeraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; )

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dssmgl rat SSRD adatah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakuklin dengan cara lain ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oler Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatran SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;




10. Surat Ketetapan Retribusl Daerah Lebih Bayar, yang dapat. disingkatkan SKRDLB,
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumiah kredit retribusi lebih besar daripada retnbu«,l yang terhutang atau
tidak seharusnya terhutang;

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat dismglfatkcn STRD adaiah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data atau keterangan lalnnya dalam rangka Pizngawasan Kepatuhan
Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang -
undangan tentang retribusi daerah; !

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS cdalah Pejabat Pegawali
Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tinjak pidana di bidang
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Undana -
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana

14, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri,Sipil yag selanjuthya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II .
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUST
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaxus dipungut retribusi
atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintzh Kabupaten.
Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Paanyedotan Kakus yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. !

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki
dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasai 4

(1) Subjek Retrlbu5| adalah orang pribadi atau badan yang menikmati peiayanan
penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten.

(2) Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwgjibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi,

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus di golongk.m ke dalam Golongan
Retribusi Jasa Umum.

|
H



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi volume Pelayanan.

(1)

(2)

(3)

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusl ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

+

tersebut. i

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipui!.i biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. i

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan t.laya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI .
STRUKTUR I_DAN BESARAN TARIF RETRIBU!I
Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut L

NO. UKURAN DAN JARAK TEMPUH TARIF/ ’“L(IREF)NYEDOTA”
Septic tank ukuran 0 s/d 3 m?
1. |0 km sampal dengan 10 km %50.000,-
2. | 11 km sampai dengan 20 km %00.000,-
3. | 21 km sampai dengan 30 km 50.000,-
4, |31 km sampai dengan 40 km £00.000,-
5. | 41 km keatas ¢50.000,-
NO. UKURAN DAN JARAK TEMPUH TARIF/ KALI PENYEDOTAN
: (Rp.)
Septic tank ukuran 4 s/d 6 m> :‘
1. |0 km sampal dengan 10 km 200.000,-
2. | 11 km sampal dengan 20 km -250.000,-
3. | 21 km sampai dengan 30 km <.00.000,-
4. | 31 km sampai dengan 40 km 450,000,-
5. | 41 km keatas £00.000,-

Septic tank.....




Septic tank ukuran 7 s/d 9 m® :
0 km sampai dengan 10 km =50.000,-

1.

2. | 11 km sampai dengan 20 km £00.000,-
3. | 21 km sampai-dengan 30 km 4?50.000,-
4. | 31 km sampai dengan 40 km £00.000,-
5. |41 km keatas £50.000,-

Septic tank ukuran >10 m?
1. |0 km sampai dengan 10 km £00.000,-
2. |11 km sampal dengan 20 km 450,000,-
3. |21 km sampai dengan 30 km £00.0G0,-
4. | 31 km sampal dengan 40 km £50.000,-
5. |41 km keatas £00.000,-
Pasal ¢
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali paling lama

(2)

(3)

3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan. :

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dm aksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat fasilitas pelayanan penyediaan dan/ atau
penyedotan kakus berada di wilayah.

(1)

(2)

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

Dalam hal pernbayaran dilakukan ditempat lain yang dgtetapkan oleh Bupati,

“maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-larnbatnya

1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.!




CV. NAJLA PHONNA

CONTRACTOR —~ LEVERANSIER
Jn. Aangia No. 243 Kormplek Villa Buara, Aceh Besar— 0812 6994 4010
Eqmail ; najla_phorna@yahoo.com
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(4)

(1)

(2)

(3)
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(2)

1y

@

3

Pasal 12
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. -
Bupatl atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur

retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud -pada ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ‘

Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retril‘nusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukén dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. |

Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa‘: 12 ayat (1) diberikan
tanda buktl pembayaran. .

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pemb;ayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atzu kurang dibavar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran,

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 15

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang .sejenis sebagai qvval
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikefuarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam  jangka  waktu 7 (tujuh) hari  sete:ah  tanggal  surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retiibusi harus melunasi
retribusi yang terutang. \

Surat teguran sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) dikelu;'arkan oleh pejabat.

i4) ketentuan .......



)

(1)

(2)

Tata

(1)

)

(1)
(2)

(3)

4)

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan
Bupati. '

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau' dokumen lzin yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksu.i pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 17

cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengar. Peraturan Bupati,

BAB XII
PEMANFAATAN
Pasal 18
Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan
yang berkaitan langsung dengan penyeienggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana
cimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupeti,

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 19
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepa¢la Bupati atau pejzbat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertuiis dalam bahasa indcnesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkar bar;_'nwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuas.aan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

.\ Pasal20.......



(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keteratan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalsh untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, hahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mena-ima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yar g terutang.

Apabila jangka waktu sebagdimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yzng diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau fseluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditarnbah imbzlan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas: bulan,

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN F.ETRIBUSI
' Pasal 22

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribuisi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi dlatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV |
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARA?D
Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama € (enam) bulin, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat-(2) telah cilampaul dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permchonan pengembalian




(4)

(5)

(6)

)]

(1)

(2)

(3)

4

(5)

(1)

pembayaran retribusi dianggap dikabuikan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, :kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimar a dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lfama 2 {dua} buliin sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaian retribusi.

Tata Cara pengembalian kelebihan pembavaran retribusi <sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaul jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusl, kecuali apabila wajib retribusi meiakukan tindak pidana dibidaeng
Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud piada ayat (1}

tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, t-aik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana cl:lmaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaranny: menyatakan masih
mempunyal utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh viajib retribusi.

Pasal 25

Plutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

{2) Bupati........




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedsluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati. . '

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusls sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Deerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagai'mana dimaksud pada ayat (1),1§adalah :

a. menerima, mencari, mengumpuikan, dan meneliti ke‘erangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mngenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukiin sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti deri orang’ pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dierah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan do.<umen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahiin bukti pembuxuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang bherlangsung den memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidaina Retribusi Da=rah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya can diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesuai dngan ketentuan yang diatur dalam tndang-Undan.; Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana,

BAB XVIII ......



BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyz sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) tulan

" atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi te. utang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini 1dalah tindak pidana
pelanggaran. .

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3
Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penvediaan dan/ ‘aiau Penyedotan Kakus
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 1,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Ncmor 3) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam ganun ini sepanjang mengenzi pelaksanaannya akan
diatur lebih fanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30
Qanun ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pewgundangan ganun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Caerah Kabupaten Aczh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 September 2012 M
16 Syawal 1433 H

Diundangkan di Tapaktuan

pada tanggal 3 September 2012 M
16 Syawal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAE KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUNZ82, NOMOR .&..



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM :

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban meangatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan evektif‘{tas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintalh Kabupaten berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas
. penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kahupaten diberi kewenangan
yang lebih besar dalam retr[bu5| Berkaitan dengan pemberian kewenangan
tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan “emerintahan Daerah
perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan | dengan memoerluaq
beberapa cbjek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi, .

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pamberian kewenangan
dalam penetapan tarif tersebut, maka diharapkan kemam-ouan Kabupaten untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avyat (2)

Pasal 8
\
|



Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah diletapkan dalam Qanun
perlu disesuaikan karena biaya penyediaan !ayznan cukup besar dan/
atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk men3gendalikan permintaan
layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikar tarif retribusi.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas. .

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.




Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas..
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